
dunia akademik (pendidikan) di 
kampus maupun ragam seminar 
(webinar) berbagai organisasi 
profesi. Kompeten tidaknya se-
orang kuasa hukum tidak dapat 
ditentukan pemerintah semata. 

Problem hukum sengketa 
perpajakan sangatlah luas. Ket-
erampilan seorang kuasa hukum, 
amat tergantung dari kompe-
tensi memahami ragam 
ilmu. Dua bidang 
ilmu, hukum 
dan akuntansi, 
kerap jadi 
“syarat ideal” 
memahami pa-
jak. Makna hukum pun 
amat luas (multi facet), hingga di-
katakan sulit memahami hukum 
pajak, terlebih transaksi bisnis 
sudah lintas negara.

Itu sebabnya, men-
jadi keliru jika SKK 
menjadi syarat 
seseorang 
bisa 

bera-
cara di 
Pengadilan Pa- jak. 
Kompetensi seorang kuasa tidak 
ditentukan oleh SKK, tetapi 
oleh ragam ilmu, praktik bera-
cara, serta diskusi dalam ruang 
kampus maupun lembaga profesi 
lainnya. 

Pemerintah tidak memi-
liki kewenangan menentukan 
seorang kuasa hukum dianggap 
memiliki kompetensi jika sudah 
memiliki SKK. Sebaliknya, ada-
lah juga keliru jika kompetensi 
seorang kuasa hukum ditentukan 
oleh SKK yang diterbitkan oleh 
lembaga atau kampus tertentu. 
Itu yang patut direnungkan. 

Tingkat Kuasa Hukum, 
Apa Logikanya?

Problem hukum lain dari arah 

pengaturan yang hendak diter-
bitkan, muncul rencana peng-
klasifikasian kuasa hukum pada 
tiga tingkatan: tingkat A, tingkat 
B dan tingkat C. Lagi, muncul 
pertanyaan, apakah tingkatan 
kuasa hendak disamakan dengan 
pola pendidikan brevet pajak 
pada kategori brevet A, brevet B, 
dan brevet C? Pemilahan demiki-
an sudah tidak relevan lagi.

Logika pengklasifikasian 
kuasa hukum maupun brevet 
pajak (dalam klasifikasi A, B, dan 
C) jelas keliru dan tidak benar. 
Karena tidak memiliki logika 
hukum yang jelas. Mengapa? Jika 
itu dianggap benar, mestinya 
hakim Pengadilan Pajak juga 
diklasifikasikan dengan logika 
yang sama. 

Faktanya tidak demikian. 
Tidak pernah ada tingkatan 

hakim. Semua hakim dianggap 
cakap dan mampu menye-
lesaikan segala persoalan 

sengketa pajak yang 
muncul. Tugas hakim 

menggali nilai-
nilai hukum dan 

rasa keadilan 
(Psl 5 UU 

Kekua-
saan 
Ke-
haki-
man 
No 

48/2009). 
Sesungguhn-

ya itu juga tugas seorang kuasa 
hukum, harus memahami hukum 
(bukan memahami UU). 

Ketika kuasa hukum diberi 
kepercayaan beracara di Pengadi-
lan Pajak, dirinya harus mem-
buktikan mampu memahami 
hukum dan meyakinkan hakim 
untuk menciptakan keadilan 
dalam memutus sengketa pajak. 
Kuasa hukum maupun hakim 
adalah sama. Keduanya bertugas 
menegakkan hukum, bukan men-
egakkan UU. 

Oleh karena itu, materi yang 
diberikan kepada kuasa hukum 
tidak tepat jika dipetakan dalam 
tingkatan A, B maupun C. Yang 
terpenting, para kuasa hukum 

diberi pemahaman materi bersi-
fat umum pada semua tingkatan 
yang ada tanpa diperlukan doku-
men bernama SKK. 

Karena, dalam persidangan, 
pemecahan hukumnya sangat 
tergantung cara berhukum setiap 
orang, khususnya pada seni me-
nyusun upaya hukum (gugatan 
dan banding) serta argumentasi 
hukumnya. Dalam penilaian 
penulis, pemahaman hukum 
amat penting bagi seorang kuasa 
dalam beracara. Itu sebabnya, 
arah pengaturannya tidak bersi-
fat administratif, mengatur soal 
SKK dan soal klasifikasi tingkat 
A, B dan C. 

Telah penulis jelaskan, ketika 
seseorang hendak menjadikan di-
rinya seorang profesional (ahli), 
pastilah dituntut mengembang-
kan keahliannya dalam ragam 
ilmu pengetahuan. Keahlian 
memberi nilai bagi kuasa supaya 
dapat dipercaya dan mampu me-
nyelesaikan persoalan hukumnya 
pada tujuan keadilan. 

Begitupun Advokat atau Pen-
gacara, lazimnya dianggap sudah 
memahami segala persoalan 
hukum dan dapat memberikan 
jasa hukumnya membantu pihak 
yang membutuhkan jasanya. Ke-
tika dirinya merasa tidak mema-
hami persoalan hukumnya, tentu 
akan dialihkan kepada rekan 
sesama profesi yang menguasai 
persoalan hukumnya. 

Simpulan
Dari uraian di atas, disim-

pulkan dua hal. Pertama, arah 
pengaturan kuasa hukum di 
Pengadilan Pajak, penting 

dilakukan dalam cara berpikir 
profesioanlisme seorang kuasa 
pada sifat hukum keperdataan, 
pihak pemberi kuasa dengan 
penerima kuasa (Pasal 1792 dan 
1793 KUHPerdata).

Kedua, arah pengaturan PMK 
patut mempertimbangkan Pu-
tusan MK No 26/PUU-XXI/2023 
yang akan mengalihkan pem-
binaan Pengadilan Pajak dari 
Kemenkeu ke Mahkamah Agung 
(MA) paling lama 31 Desember 
2026. Itu berarti, Putusan MK 
berimplikasi pada keberlakuan 
PMK itu sendiri.

*)Dosen Sekolah Tinggi Ilmu 
Hukum IBLAM, Jakarta, Managing 

Partner IUSTITIA PRO 
Tax Law Firm.

**) Managing Partner 
Arinda Colsulting Firm.

Ketika seseorang 
hendak menjadi 
kuasa hukum sebagai 
profesi mulia (officium 
nobile) membantu 

penyelesaian problem hukum di 
Pengadilan Pajak, dalam dirinya, 
mau tidak mau tertanam sikap 
bagaimana mengembangkan keil-
muannya supaya dapat dipercaya 
dan menjalankan profesi sebagai 
kuasa hukum dengan benar.

Esensinya, profesionalisme se-
orang kuasa dibentuk oleh dirinya 
sendiri serta organisasinya, bukan 
oleh pemerintah. Itu sebabnya, 
ketika ada konflik (sengketa 
pajak), kuasa hukum berdiri tegak 
di persidangan saat berhadapan 
dengan kuasa pemerintah dalam 
mencari keadilan dan kepastian 
hukumnya. Karena posisi seorang 
kuasa hukum sejajar dengan 
pemerintah.

Penerbitan SKK, 
Apa Logikanya?

Dalam konsep perubahan 
PMK yang beredar luas, muncul 
konsep penerbitan SKK akan 
dilakukan Pemerintah, dalam hal 
ini Kementerian Keuangan. Jika 
itu terjadi, pertanyaan pokoknya, 
bagaimana mungkin pemerintah 
menjadi satu-satunya lembaga 
yang memberi jaminan seorang 
memiliki kompetensi sebagai 
kuasa hukum atau tidak?

Jika SKK yang diterbitkan 
Kemenkeu dijadikan kebenaran 
kompetensi tak terbantahkan, 
maka muncul kekeliruan berpikir 
yang disebut argumentum ad 
verecundiam (appeal to author-
ity), dengan dua alasan. Pertama, 
SKK tidak bisa diklaim sebagai 
kebenaran final akan makna 
kompetensi seseorang. Kedua, 
cepatnya perubahan UU, dengan 
sendirinya akan menghilangkan 
makna SKK itu sendiri. Nilai 
yang terkandung dalam SKK 
akan tertinggal jauh dari aturan 
yang berubah.

Persoalan kompetensi (pro-
fesionalisme) adalah persoalan 
keilmuan yang terbentuk dalam 
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— TAJUK  —

Arah Pengaturan Kuasa 
Hukum Pengadilan Pajak

— DAILY QUOTE  —

Arah pengaturan syarat kuasa hukum Pengadilan Pajak, menjadi dilema hukum yang belum usai. Terlebih ketika 
aturan yang ada (PMK-184/PMK.01/2017) hendak diubah. Sedikitnya dua problem hukum muncul, pertama, hal 

Surat Keterangan Kompetensi (SKK); kedua, soal tingkatan kuasa dengan mengategorikan pada tingkat A, B, dan C.

Oleh: Dr Richard Burton *) Oleh: Arief Sapta Wendrianto **)

Kepastian atas 
Ketidakpastian 

Bisa jadi kondisi saat ini ini adalah ujian awal terha-
dap ekonomi Indonesia. Ketika pemerintah tengah, 
atau mungkin kembali, membangun fundamental-
nya, ekonomi global justru menunjukkan ketidak-
pastian. Konflik Rusia dengan Ukraina yang belum 

“sembuh” ditambah kebijakan pemerintah Amerika Serikat 
(AS) tentang tarif dagang hingga semakin memanasnya kon-
flik di Timur Tengah karena konflik Israel dengan Iran, mem-
buat ekonomi dunia mencoba titik keseimbangan yang baru. 

Banyak pakar ekonomi memberi solusi dalam menghadapi 
ketidakpastian ekonomi dunia ini dengan fundamental ekono-
mi dalam negeri yang kuat. Sehingga ketergantungan terhadap 
negara lain berkurang. 

Indonesia masih bergantung energi terhadap negara lain. 
Indonesia adalah pengimpor minyak dan gas untuk kebutuhan 
mendasar masyarakatnya. Pemerintah tengah menata ulang 
tata kelola kebutuhan energi di Tanah air. Meningkatkan 
lifting minyak dan gas, begitu juga mendorong energi terbaru-
kan, sedang dilakukan. 

Butuh waktu yang panjang. Karena untuk memenuhi ke-
butuhan minyak hingga 1,6 juta barel per hari bukan perkara 
mudah dan singkat. Membangkitkan sumur-sumur minyak 
lama bukan semudah yang dibayangkan karena tingkat keeko-
nomiannya. Sedangkan memperoleh sumur minyak baru juga 
membutuhkan waktu lama. 

Kekayaan sumber ener-
gi terbarukan juga belum 
optimal dilakukan karena 
memang membutuhkan 
investasi yang besar. 
Sejauh ini pemerintah 
sedang melangkah ke arah 
ketahanan energi agar 
ketergantungan terhadap 
negara lain jadi berkurang.

Ekspor Indonesia 
masih mengandalkan ko-
moditas dari sumber daya 
alam yang sangat rentan 
terhadap fluktuasi harga 
dan rantai pasok. Hilirisasi 
yang sudah berjalan dan 
terus berjalan juga tengah 
menapak dan berharap 
akan memberikan nilai 
tambah kepada komoditas 
mentah ekspor di Indo-
nesia. Belum lagi tekanan 
dari negara-negara lain, 
terutama Eropa, yang 
selama ini dimanjakan 
oleh komoditas mentah 
Indonesia. 

Negara-negara lain 
yang selama ini dimanja-

kan dengan komoditas mentah sumber daya alam kita tentu 
tidak ingin bisnis mereka juga tak berjalan baik karena paso-
kan yang berkurang. Solusi mengajak para pengolah bahan-ba-
han mentah sumber daya alam Indonesia untuk membangun 
pabrik pengolahan di Indonesia pun tidak mudah. 

Pintu investasi memang dibuka lebar. Namun ketika pintu 
sudah dibuka, masih banyak pintu lagi untuk dibuka sendiri 
oleh para calon investor. Regulasi masih menjadi tantangan. 
Bukan saja regulasi di pusat saja.  Regulasi di daerah pun juga 
harus dibenahi, terutama dari hal sinkronisasi regulasi dengan 
pusat. Belum lagi biaya-biaya yang tidak terduga seperti pun-
gutan liar dari pihak-pihak yang berwenang ataupun pihak-pi-
hak informal seperti organisasi masyarakat ataupun lembaga 
swadaya masyakarat. 

Investor hanya membutuhkan kepastian baik regulasi 
Ketika akan berbisnis dan kepastian saat menjalankan bisnis. 
Kondisi ini masih ditambah dengan kualitas maupun produk-
tivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang belum bisa 
bersaing dengan negara-negara lain.

Lagi-lagi pemerimtah tengah menata ini. Membenahi 
regulasi, juga dengan melakukan sinkroniasi kebijakan pusat 
dengan daerah dalam satu tarikan, tengah dilakukan. Pening-
katan kualitas sekaligus produktivitas juga tengah ditingkat-
kan dengan membangun pusat pendidikan dan pelatihan di 
Tanah Air ataupun mengirim talenta Indonesia ke luar negeri. 
Program makan bergizi gratis yang tengah berjalan mengarah 
ke mengatasi persoalan SDM di atas. 

Membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk memanen 
hasil program di atas. Belum lagi rintangan kepentingan lain 
yang akan mengganggu program ini di tengah jalan. Namun 
kepastian kondisi saat ini adalah ketidakpastian membu-
tuhkan solusi jangka pendek agar ekonomi Indonesia tidak 
tertekan. Butuh keberanian untuk mengambil langkah agar 
ketidakpastian yang sudah menjadi kepastian ini bisa diterima 
dengan nyaman di Tanah Air. q

Membutuhkan waktu 
yang tidak pendek 
untuk memanen 
hasil program di atas. 
Belum lagi rintangan 
kepentingan lain yang 
akan mengganggu 
program ini di 
tengah jalan. Namun 
kepastian kondisi 
saat ini adalah 
ketidakpastian 
membutuhkan solusi 
jangka pendek agar 
ekonomi Indonesia 
tidak tertekan.

Cita-cita hilirisasi sudah sangat lama, bahkan dari presiden 
pertama kita, Bung Karno. Presiden-presiden setelahnya 
pun melanjutkan, termasuk pendahulu saya, Presiden ke-7 
RI Joko Widodo, yang secara nyata memulai program 
hilirisasi di abad ke-21 ini.

Prabowo Subianto, Presiden RI, pada acara groundbreaking proyek Ekosistem Industri 
Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Minggu 29 Juni 2025.
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